BAB II
KREDIT BANK MERUPAKAN PERJANJIAN POKOK

A. Pengertian Pérjanjian Kredit.

Kata kredit berasal dari bahesa Yunani Meredere®
artinya.kepercayaan.j Seorang memperoleh kredit . berarti
ﬁendapat,kepercayaan'dari pemberi kredit,_dgnggn'demikian :
dasar dari kredit adalah kepercayaan, ‘Dilihat déri sudut
ekonomi kredit diartikan sebagai penundasn pembayaran ya-
itu pengembalién atas utang stau rang yang telah diteri
‘ma pada saat tertentu yang akan datang.2 a

Merurut Savelberg yang dikutip oleh wwDr;AlMariém'
Darus Badrul Zaman 3H, mengatekan kredit mermpunyai arti

antara lain g

- Sebagai dasar dari setiap perikstan ( verbentenis )
di mens seorang berhsk sesuatu deri yang lain.

~ Sebage i juminen, di mana seseorang nenyerahkan se-
sustu pada orang lain dengan tujuan untuk mempero-
leh kembali apsa yang diserahkan. 3

lenurut Mr. J.4, Levl, mengatakan behwa kredit sdas—
lah )
Menyerahkan secara suka rela sejumlsh uang untuk 4ai
pergunakan secara hetes oleh sipenerima Ikredit, pe-~
nerime kredit kerhak mempergunakan pinjaman itu un-
tuk keuntungennys dengen kewajlban mengembalikan se
Jumlah pinjeman dal belakang hari. 4

1Drs.K.Prent, C.M, Kamus Letin Indonegia, 'Yayasan
Kanisius, Semarang, 1969, hal, 202

2Drs.Mahdarsyah Sinungan, Dssar-Desar dan  Teknik
Mona gemen Kredit, Pina Akssra, Hskerta, 1987, hal., 11

3Prof.Dr.Mariam Darus REadrulzaman, SH, Perjaniian
Kredit Fank, Alumni, rendung, 1983, hzl, 21

47pid, hel. 21
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Menurut Drs, Muhdarsyah Sinungan memberikan arti
kredit sebagal berikut :

Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu

plhak kepada fihak lalnnya dan prestesi itu akan di .

-  kembalikan lagl pada suatu masa tertentu yang akan

datang disertal dengan suatu contra prestasi . berupa
uang..S .

v Dari uraian di atas, dapat dlsimpulkan bahwa pe-"
ngertian kredit yang diberlkan oleh Savelberg menaurus’
pengertian kredit pada umumnya. Hel inl terbukti ‘dengan
‘kata—hata Psetisp perikstan", yang dspat kerarti ‘tahwa
-perikaten kredit dopat berups uang atau arang, bahkan’
keduanja. Laln halnya dengan pengertisn kredit yang di
berikan oleh Mr., Levy dan Drs.Muhdarsysh, dimans mereka
mengartikan kredit sudah menjurus peda arti pinjam uang,.

- Pasal 1 c UUP 1967 mengartikan kredit sebagai be-
rikut : '

Eredlt islsh penyediasn uang atau tagihan~tagihan
yang dapat disamakan dengan itu terdasarksn persetu-
jusn pinjsm meminjen antara bank dengan filhak 1ain
dalam hal mana fihak peminjam berkewsa jiban melunasi-
hutangnya setelah jJangks waktu tertentu dengan jum-
lah bunga yang ditentukan. 6

Bila diperhatiken pasal 1 ¢ UUP 1967, di dalamnya
terliandung kewa jiben untuk mengembalikan pinjsman, Hal
inil dapat disimpulkan bahwa kredlt hanyz diberikan keps-
da mercka yéng dépat dipercays dsn mampu mengembalikan -
kredit dikemudian hari, Jike dijabsrkan lagi  kewajiban
. untuk mengembéliken pirjawman sama artinyz dengsn kemam-

2Drs.Mundarsysh, Op.cit, hal. 12

Rasym 3H, Himpunzn Persturan Perbankar dl. _Indone-
sia, PT Inti Buku Utama, Jakarta, 1971, hal, 258
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puan memenuhi prestasi dalem perikatan. Clsh karens ita
pasal 1 ¢ UUP 1967 menggunakan kredit yang dijakarkan o-
leh Levy dan Muhdarsyah, yaitu perjanjian pinjam - uang
yang dldasarksn pada kepercayaan atas kemampuan ekonomi
bagl penerima kredit. |

Di dalam perjanjian kredit penerima kredit tidak
bebas untuk menentukan sendlrl tujusn penggunaan  kredit
penggunzan kredit terikat oleh program pemerintah dalam
pembengunan. Delem buku I bagian II bab 8 Pelita II ~ ‘di

entuxan tentang kebi jaksanaan moneter dalam pelioa II
yaitu ‘
1. heningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat melalui

lembtaga-lembaga keusngen.

2. Memperluas kesempatan kerga dsn pemeratsan pendspatan
masyaraka t.

3. Menlngkatkan usaha penelihara"n Deningaatan kstabvilan
ekonomi.

‘4, Menunjanz vaaha unbuk meningkathan kedudukan golongan
' ekonoml lemah.

5. Meningkatkan efisiensi korga dan persnan lembaga-lemba
ga keuangan.T .

Bila diperhatiksn ketentuan di atas, wmaka dapa t-
lah disimpulkan bshwa pendirian Levy dan Drs Muhdarsyah ,
atae pengertiar kredit mempunyzl kesamacn  dengan pasel
1 ¢ UUP 1967, tetapl sebaliknys juzs mempunyal perbedasn
dengen program pemerinteh d:lam pembangunsn.

7Deparneren Peneranganr RI, Rencana Pembangunan Li-
ma_Tahun, Tehun kedue 1974/157% - 4572/1973, Duku I,tanpa
penerbit dzn tazhun, hal., 248




B, Sifat Perjanjian Kredit Bank

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam bu-
ku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang mengatur -
tentang perjanjian kredit bank, bahkan dalam UUP 1967 tidak
mengenal istilah perjanjian kredit bank. -

| Istilah perjanjian kredit bank ditemukan didalam‘ias )
truksi pemerintah ditujukan kepada masyarakat diinstruksi -
kan bahwa memberikan kredit bentuk apapun bank-bank wajib ,
»mempergunakan akad perjanjian kredit.

Menurut Marhainis Abdul Hay SH, mengatakan bahwa ke-
tentuan pasal 1754 KUH Perdata tentang per;anjian pinjanp
mengganti mempunyal pengertian yang ‘identik dengan penger-
tian kredit bank. - ~

Pasal 1754 KUH Perdata menentukan bahwa 3

Perjanjian pinjam mengganti lalah persetujuan dengan
mana pilhak yang satu memberikan kepada pihak yang 1lain
suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis ka-
rena pemakalan dengan syarat bahwa pokok yang belakang-
an inil akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari -
macam Jang sama pula. 10

Menurut Dr, Wiryono Prodjodikoro SH, bahwa pasal 1754
KUH Perdata tersebut di atas adalah bersifat riel,tersimpul
dari kalimat fihak kesatu menyershkan uang itu kepada fihak
lainnya dan bukan mengikatkan diri untuk menyerahkan uang.11

Bila pendirian Mérhéinis Abdul Hay SH, tersebut di
hubungkan dengan  penafsiran DR.R.Wirjono Prodjodikoro SH ,
atas pasal 1754 di atas, maka sebagal konsekwensinya bahwa
perjanjlan kredlt bank berarti per;anjian yang bersifat ri-

el.
Menurut Prof. Dr., Mariam Darus Badrulzaman SH, me-

8Rasym SH, Op.cit, hal. 93

9Marhainis Abdul Hay SH, Hukum Perdate Material IT
Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 144
10ppof R.Subekti SH, R.Tjtrosudibyo, Kitab Undang

Undeng Hukum Perdata, Jakarta, 1982, hal, 399
11Dr Wiryono ProdJodikoro SH, Hukum Perdata tentang
Persetulgan-PersetuJuan tertentu, Sumur Randung,1974,hal.399
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"nyafakan bahwa perjanjian kredit bank'ééaiah pérgéﬁjién'
'pendahulu (Voorrovereen Komt) dari penyerahan uang. Per-
janaian pendahulu 4Ani merupakan hasil permufakatan ber-
 sama. antara pemberi dan penerima pinJaman, mengenai hu- -
‘bungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian . ini :
bersifat konsensuil obligator. yang dikuasai oleh UuP
1967 dan bagian umum KUH Perdata.13 ----- L

o Dalam perganaian kredit penyerahan uangnya - itu

eendiri bersifat riil pada saat penyerapan uang dilaku -
kan, maka berulah berlaku ketentuan yang dituangkan ‘da -
lam model perJanJian kredit pada kedua belah pihak.

Dengan demiklan 1stilah kredit dapat dikatakan
pula sebagai pengertian penyerahan uang, mellputl ‘perjan-
Jian yang bersifat konsensuil dan riil. Olelj karena 1itu
untuk mengetahui perjanjian kredit tidak cukup hanya me-
‘liputi pada ketentusn KUH Perdata dan UUP 1967 saja, te-
tapl juga memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ‘praktek
~perbankan, yakn1 modellmodel perJanJian kredit.

c. Bentuk'Perjanjian Kredit

Di dalam UUP 1967 tidak mengatur'bagaimana benfuk
perganjian kredit harus dibuat, apakah dapat dibuat de-
ngan. bentuk lisan atau harus dengan bentuk tertulis. Un-
tuk dapat mengerti tentang -hal itu, maka kits harus mem-
perhatikan bagaimana perjanjian kredit di dalam praktek

. perbankan.

-12Prof.Df.Mariam Darus Badrulzaman SH, Op.cit,hal

18.
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. Dalam praktek BRI, bank menyediakan formulir de-
ngan model-model tertentu, yang isinya telah dipersiapkan
lebih dahulu, formulir itu disodorkan kepada setiap pemo-‘
hon, kepadanya dimintai pendapat, apakah dapat menerima
’syarat-syarat yang tersebut pada formulir, Hal-hal. yang-
| kosong (iéi ‘blangko) adalah suatu yang tidak diisi = sebe--.
lunnya antara lain jumlah pinjamsn, bunga pinjaman,jangka
waktu kredit dan jangka waktu angsuran,

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit bank
adalah berbentuk standart.13

D1 dalam praktek BRI, perjanjian kredit dapat - di
bedakan dalam dua bagian, yaitu perjanjian induk (hoofco
ntrak), yang mengatur hal-hal yang pokok dan perjanjian -
tambahan (halp contact, algemene voorwarden), yang me-
nguraikan ketentuan yangyferdépat pada perjanjian pokok,

Dalam praktek BRI, menamakan perjanjian tambahan
ini sebagaimana syarat-syarat perjanjian algemene volks
credit bank memberikan pinjeman (uang muka ) dan kredit.

Perjanjian kredit (standart) ini timbul disebabkan
karena keadaan sosial ekonomi perusshsan yang besar-besar
balk dikelola swasta maupun pemerintah mengadakan ker ja
sama secara terorganisir untuk menciptakan syarat- syarat
tertentu untuk diajukan kepada contrak patnernya. Fihak
lawan pada umumnya berstatus ekonomi lemah, sehingga me-
reka mengadakan kontrak secars terpaksa atau karena keti-
dak tahuannya. Oleh karena itu mereka mengadakan kontrak

13W’awancara dengan Bapak Imam Hldayat, Credit Of-
ficer, pada tanggal 31 Maret 1988



tidak secara semptirna.14
Perjahjian sféndaft ini dikenal pula dalam per-

janJian lain, misalnya perJanjian angkatan laut, perJan-
'jian asuransi kredit atau asuransi pada umumnya . '

b;)Lahirnia Pérjanjian Kredit
o Di dalam praktek BRI, berlaku prinsip - comanditer:
Aingverband artinya 1arangan bagi bank, dengan adanya

’pemberian kredit, bank ikut menanggung resiko dari usaha
nasabah. 15 Juga dikenal prinsip yang tercantum v dalam

. UUP 1967, pasal 24 bahwa "tiada kredit tanpa jaminan®,1® -

Dengan dua prinsip tersebut menunjukkan kepada kita bah-
'wa dalam perjanjian kredit selalu diikat dengan Jaminan.

;‘tertentu.

Pengikatan jamlnan sebagaimana tercantum dalam
pasal 24 tersebut mempunyai artl yeng luas, yaitu jami-
‘nan yang bukan hanya bersifat material; namun Jjuga meli-
puti pula jaminan ‘yang bersifat 1mmaterial, yang melipu—
1 kepribhsdian (watak), kemampuan debitur, managemen'pe~
ruszshaan dan kemampuan ekonomi pada umumnya,

Bank tidak memberikan kredit, untuk modal dasar
perhsahaan, ia hanya‘memberikan kredit képada' nasabah
yang sudah mempunyai ussha dan perusahaannya dinilai mem-
punyal prospek yang serah sehingga dapat membantu pemé-

14ProfDr Mariam Darus Badrulzaman, 0O .cit, hal.3%2 .

15Prof Dr.Ny.Sri Soedeei Masjhun Sofwan SH, Bebe-
rapa Masalah Pelaksanssn Lembaga Jaminan Khususnya Fidu -

cla dalam Praktek dan perkembangannya di Indonesia, Bulak
Sumur, Yogjakarta, 1977, hal. 81

:sRasym SH, Op.cit; hal., 93
Dr.Ny.Sri Soedewl Masjchun Sofwan SH, Loc.cit.
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" rintah dalam meningkatkan pembangunan, Hal tersebut

sesuai dengan instruksi Presodium Kabinet No. 15/EK/IN/

10/66 poin 8, bahwa bank tidak memberikan usaha - usaha

'_yang sejak semula telah diperhitungkan beshwa usaha ter-

- sebut dinilai kurang sehat dan akan membawa - keruglan
dengan dalih apapun.18

Dari pertimbangan yang dilakukan oleh bank guna
mengamankan kredit yang dilepaskan kembali lagi dengan R
‘baik, Dengan demiklan bank tidak mudah begitu saja  me-
1epaskan kredit, namun la berhati- hati dan teliti ‘da=
lanm menilai dgn menganalisa nasabah, baik’berppa ma§er1“‘
ma upun immateri. |

- Setelah nasabah dinyatakan memenuhi persyaretan
maks bank mengaaukan blangko kepada nasabah, guna memi-
kirken sysrat-syarat yang diajukan oleh bank, jika di
setujul oleh nasabah, maka dilakukan penénda tanganan.,

Di dalam praktek BRI, penanda tanganan perjanji-
an kredit dilakukan bersamaan pada sast penanda tanga-

nan barang jaminan, Sebelum perjanjian lahir  fHerlebih

dahulu nasabah menyerahkan daftar barang-barang terse-

but guna menentukan besarnya kredit yang akan diterima
oleh nasabah, setelah dilakukan penanda tangaman kredit
‘berartl telah terjadi suatu perjanjian kredit dan pada
saat itu pula telah térjadi pencairan kredit.19 Namun

18Rasym SH, Op.cit, hal. 94

19Hasil wawancara penulls dengan Bapak Imam Hi-
dayat pada tanggal 30 Maret 1988.
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bila diperhatikan bahwa nasabah (pemohon) dapat melaku-
- kan penarikan kredit setelah adanya pernyataan dari
~bank bahwa pemohon sudah diperkenankan melakukan pena-
rikan kredit,

Dari ketentuan diatas dimungkinkan pemohon mela -
kukan penarikan kredit tepat pada waktunya, yakni pada
‘saat dilakukan penanda tanganan perjanjlan kredit, se-
bab pada sasat itu pula pemohon diperkenankan menarik -
kredit, dapat pula pencairan kredit belum terjadi‘,pada
saat penanda.tanganan-perjanjian kredit, karena pemohon
belup melaksanakan penarikan kredit. Oleh karena itu pe
nulis berpendapat bahwa perjanjian kredit lshir pada sa
at pemohon melakukan penarikan kredit, alasannya apa=-
bila perjanjian kredit itu lahir pada sast dilakukan
penanda tanganaﬁ kredit sedang fihak pemohon belum me-
nerima kredit berarti belum mempunyai hutang. ~ Jika
kredit berartl pemohon telah mempunyal hutang kepada -
bank, sedang nasabah belum tentu menerima kredit, maka
hal inl telah bertentangan dengan Bifat perjanjian acce
goir dari jaminan.

@3 Hak-hak bagi Bank dan Kewa jiban Peminjam Kredit.

Hak-hak bagi bank,

D1 dalam KUH Perdata tidak ditemukan satu passl
pun yang mengatuﬁ tentang hak-hak yang diberikan kepada
bank, namun terdapat pasal-pasal yang mengatur kewaji -
ban-kewaaiban orang yang meminjamkan, yaitu terdapat
pada pasal 1759, 1790 KUH Perdata.

Pasal 1759 menyatakan bahwa orang yang memin -
Jamkan tidak dapas meminta kembalil apa yang telah di
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Pasal 1760 berbunyi :

Jika tidak telah ditetapkan suatu waktu, hakim ber-

: kuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengam-

~bilan’pinjamannya, menurut kadaén;“membéri“'“ sekedaf
kelonggaran kepada peminjam,<*+ ~ = - - '

VMpnur@théser (dikﬁtiPIOIéh Mariam Darus BadrulzamanQ‘ .

- bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut tidak'mengatur‘fkewa;“'

| Jiban'pémberi_jaminan,‘akgp,tetapi:mengqtur kewajiban pe- .
nerima pinjaman, Ketentuan itu hanya mengatur saat pengem; :

balian pinjaman jika jangka waktu telah ditentukan ~dalam

Perggnjian'ataupun tidak ditetapkan.jangka waktu terten-

tu, -

Di dalam UUP 1967 tidak mengatur kewajiban bank se-
bagai pemberi kredit, Perjanjian Kredit model PK I BNI.1946
pasal 4 menentukan bahwa : ) '

- Kredit diberikan untuk jangka paling lams sampai tanggal

~ditentukan di dalam perjanjian,

- Bank hanya terikat dan berkewajiban untuk menjadikan
kredit dan penerima hanya..berhak mempergunakan kredit
yang diperoleh paling lama sampal dengan tanggal dimak-
sut ayat (1) pasal ini, 22 V '

Dari ketentuan di atas, maka dapat dikatakan b bahwa
dildalam perjanjian kredit, bank berkewajiban pokok, yaitu
menyediakan kredit sesuai dengun tujuan kredit dan  jangka
waktu perjanjian, kewajiban ini:tidak mutlak, bank berhak
menylmpang jika penerima kredit tidak memenuhi syarat -sya-
rat yangg telah ditentukan,

21
2

Lbid,

2Prof.Dr. Mariam Darus Badrulzaman,SH, Qp-cit, hal.
75



‘BRI, model 85, tentang Persetujuan Buka kredi%z
terdapat ketentuan yang mengatur tentang hak pembatalan
dari sa lah éatu fihak dalzm perjanjian kredit.

Point 6, model 85 berbuny1 : S e

"ma31ng-masing flhak berhak membatalkan peraanaian

ini -dengan - empexhatikap wakiu, . pembggglanTlamanya $1gaf;§'

biilan, “dan ¢l am" waktu’ itd huteng’ pengambll 3 ait_ﬁha-f
@iluanaskan sama sekali.

Point di atas memberikan hak bagi ma51ng-ma51ng pl~?' tﬂ S

hak untuk memutuskan perjanjian, Namun yang dlmaksudkan a-
dalah hak yang diberikan kepada debltur, hal ini dapat ki~
ta lihat dari.kata-kata "dan pada waktu itu hutang harus
dilunasi sama sekali', fihak yang berhutang adalah orang
yang menerima kredit bukan bank, |

Ketentuan yersebut juga mengandung kewaalban bagi
penerima kredit yakni melunasi sejumlah hutangnmya, '

BRI, di dalam syarat-syarat perjanjian bagaimana Al
gemene Volkscredit Bank memberi pinjaman (uang muka) dan
credit, model 104 berbunyi; "Jika jangka waktu tidak  di-
tentukan, bank berhak seWaktu-waktu secara seflhak - memu~
tuskan perjanjian tersebut sehingga hutang dapat ...... dltagih
semuanya dengan segera', 2k Tindakan itu dllakukan 7 olen
bank jika penerima kredit tidak : memenuhl gsyarqﬁrﬁyapgp
perjanaian pada pasal 11, ‘ |

" Adapun hak-hak sebagaimana dlluklskan pada pasal 11‘
tada secara panjang laebar diringkas sebagal berikut :

1. Pengurus perusahaan meninggal dunia, perusahaan pailit,
perusahaan mengalamiperubahan, timbul sengketa mengenai
pemilikan :~o.~perusahaan, penerima kredit de-

231vid, hal. 75
24BRI model 104, pasal 2, ayat 1
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t'ngan sebab apapun tidak lagi mengurusi perusahaannya
 seh1ngga diletakkan atas sita benda jaminan, peru-
sahaan mundur sehingga menurut pertimbangan " bank

:‘pemerima kredit tidak dapat membayar pinjamannya,”?

2. Jika harta benda Jaminan ditimpa kerugian kebakaran,
’ atau dimintakan onteigening (pencabutan tanah ;untuk
: kepentingan umum) . . : .

3. Penerima kredit memberikan data yang tidak benar“ se—
" hubungan dengan perJanJian. _ i ' : '

4Q’Jikalau penerima kredit lalai melgkukan pembayaran »

baik pembayaran hutang pokok atau bunga dan 2.ongkos
. ongkos lain.

5e Penerima kredit hutang uang pula kepada 6rang lain
- tanpa memberi tahu bank waktu meninjam uang kepada -
-nya atau hutang lagi kepada orang lain setelah itu25

. Bila dilihat pada ketentuan di ates, maka dapat
disimpulkan bahwa posisi pemberi kredit (bank) 1lbih ku-
at dibandingkan dengen penerima kredit;vketgntuan yang
mengatur hak bank lebih menonjol dibandingkan dengan
ketentuan yang mengaturjkewéjibannya. Satu-gatunya ke~
tentuan yang mengatur kews jiban adalah menyediakan kre-
dit delam jangka waktu tertentu, dengén syarat penerima
kredit memenuhi kewajiban-kewajihanhya; '

2, Kewa jlban Penerima Kredit.
Di delam KUE Perdata pasal-pasal yang . mengatur

251pid, pasal 11



tentang kewa jiban peminjam terdapat pada pasal 1763 dan"'

pasal 1764.--~

Pasal 1763 mengatur kewajiban pokok bagi pemin-. . 

an yang sama dan pada waktu yang ditentukan.2

, Pasal 1764 mengatur tentang kewajiban PeﬁinJam
Jika yang dipinjam adalah barang.27 , P

_ Adapun UUP 1967 pada pasal 1c mengatur tahwa pe-
:herima kredit berkewa;iban melunasi hutang . setelah
jangks waktu tertentu dengan bunga yang telah ditetap“-
: kan428 Pasal inl merupakan kewajiban pokok penerima
kredit, aturan secara terinci lagi ditentukan dalam mo-
del-model perjanjian kredit,- "’ ' e

Disamping itu masih ada 1agi kewajiban lainnya s

- Kewajiban administrasi
- Kewajiban tunduk kepads segala petunjuk dan peraturan
‘bank.

BRI, dalam syarat-syarat bagaimana algemene vool

scredit bank memberikan pinjaman (uang muka), model 104
| pasal 1 mengemukakan bahwa hutang berarti segala per-
hutangan debitur kepada bank oleh karena apa saja, baik
berupa rente, denda, provisi den ongkos-ongkos s 8taupun
hutang bea (ongelden) dan’ lain-lain, a taupun hutang ka -
rena jumlah pokok.

26Prof.R.Subekti SH. R.Tjitfosndibyo,.Op.cit,hal

400
| 2T1pia, hal.

28Rasym, Op.cit, hal. 258



Ketentuan umum pasal 1 sampai pasal 19 dari ke~ .
tentuan ini dapat diuraikan secara sederhana dan disis-
tematiskan sebagai berikut

1. Hutang pokok yaitu hutang yang disetugui oleh- yang'

' fihak-fihak yang melakukan per;anJian, sebagal - jum-
lah pinjaman yang diberikan bank penerima kredit Hu-

. tang ini wajib dibayar lunas pada saat perjanjian -
kredit berakhir. :

2. Kewajiban membayar beaya-beaya, setiap penerima kre-.
.dit wajib membayar sejumlah biaya. yang = diperlukan
guna persiapan perjanjian kredit, adapun biaya per-
siapan terdiri dari ;

ngya persiapan antara lain 3

a. Beayé materi
b. Provisi '

- €. Preml asuransi barang jaminan
d. Premi asuransi pelunasan kredit
e. Beaya notaris jika diperlukan

- fo dan lein-lain bila dibutuhkan

Beaya materi tunduk kepada aturan Bea‘materai S~
1921 No 498 yang besarnya untuk perjanjian kredit adalah
1 permil darli plavonkredit.

Provisi besarnya 1 persen dari plafonkredit dan
dibayar sekali sa ja pada saat perjanjlan kredit di tanda
tangani.

Premi asuransi kredit 50 % ditanggung oleh  bank
pelaksana dan 50 % ditanggung oleh bank Indonesis,sedang
asuransi barang jaminan ditanggung sendiri oleh nasabah
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yang besarnya menurut persetujuan. Sedang beaya notaris.
besarnya ditentukan oleh notaris. |

Kewa jiban membayar bunga.

Di dalam pasa 1 246 KUH Perdata dapat disimpulkan
bahwa bunga adalah keuangan yang sedianya harus dinikma-
wa 29 i o

Pasal 1250 KUH Perdata mengatakan 3

Dalam tiap-tiap perikatan yang semsta~-ma ta berhu-

bungan dengan sejumlah uang, penggantian beaya, rugil
dan bunga sekedar disebabkan'karena_terlambatnya pe-
laksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan -

undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan un-
dang-undang khusus, 30- °

Di Galam model-madgl perjanjian kredit tidak = di
temukan rumusan tentang bunga. Bunge dalam perjanjian
~kredit berlaku dpa kemungkinan

a. Bungs yang ditenbukan oleh kedva belah fihak

b. Bungs yang tidak ditegaskan dalam perjénjian, jika
bunga tidak ditegaskan dslam perjanjien meka berlaku-
lah bunga menurut undang-undang. .

Di dalam perjanjian kredit, bunge tidak diperjan-
Jikan dan tidak didasarkan atas konsensus kedus belsh fi
hak akan tetapl ditentukan oleh pemerintah., ° Besarnys
suku bunga lebih tinggl dari bunga moratoir.

29prof, R.Subekti SH, R. Tjitrosudibyo SH, Op.cit
hal. 293 - -

301bi4, hal. 293



Dalam menentukan besarnya suku bunga,pémerintah .
berpegang kepada kebijaksanaan moneter yang diatur da-
lam Repelita II buku I bagian II bab 8.

;Pedomanvpeddman l1tu sebagal berikut 3

-~ Harus fleksibel dalam arti harus dapat disesuaikan - -
setiap kali terjadl perubshan hargs, sehingga . ting-
- kat suku bunga yang riil tidak terlalu rendah  “pada’
‘waktu harga melonjak tinggi dan sebaliknya ' - tidak
terlalu tinggl pada waktu harga menurun, . ’

- Kebl jaksanaan suku bunga harus mencerminksn langka -
nya modal yang tersedia di dalam perekonomian - dan
‘keseluruhan -beaya .penyaluran modal .dari penabung ke
pada peminjam. - e T T R R

- = Kebi jaksanaan suku bunga adslah selektif yang dida -
sarkan kepada urutan prioritas dan Jangka waktu - pe-
minjam. 31 :

Kébijaksanaén ini dilaksenakan melalui instruk-
8l pemerintah antara lain sebagai berikut :

- Instruksi Presidium Kabinet No.10/EK/IN/21/1967 me-
- netapkan suku bunga tetap dipertahankan 6 sampai 9
~ persen sebulan.3 '

- Instruksi Presidium Kabinet No,39/EK/IN/1967 menetap-
kan suku bunga terendah 3 persen dan .suku bunga ter-
~tingagl 5 persen sebulan.3§

- SE Bank Indonesia tanggal 5 Juni 1970 No.3/185/UPK /
menetapkan suku bunga sebagai beerikut

31Departemen Agama Ri, Op.cit, hal,254

32Rasym SH, Oo.cit, hal, 122
331pid, hal. 197 |



lvnjé:

Untuk barang-barang golongan 1, yakni ﬁeliputi -

1. Kredit impor dan distribusi pupuk
2. Kredlt impor yang dibiayai PL
3. Kredit produksi pabrik gula PNP

 Maka besarnya suku bunga adalah 1 persen sebulan.

Untuk golongan II, bagi produksi bukan ekspor, maka
”besarnya suku bunga 2 % perbulan.

“Uhtuk golongan III, bagl kredit pengahgkutah":' dan
produksi obat, make besarnya suku bunga 2 1/2 % per-
bulanc ) . ' ’

- Untuk golongan v, bagi kredit produk81 dan industrii
lain, meka besarnya suku bunga 2 1/2 % sampai 4 %
bagi kredlt perdagangan/distribusi 9 bahan pokok 34

Dari uraian al atas dapat d131mpu1kan bahwa be-
sarnya suku bunga ditetapkan berdasarkan kebi jaksanaan
pemerlntah karena perutahan nilai masta uvang, oleh ka-
renanya bank tidak boleh menentukan sendiri besarnya su-
ku bunge di dalam persetujuan kredit.

541pia, hal. 748 - 749



